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Mengingat

BUPATI PEMALANG 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG 
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERDAYAAN DESA WISATA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PEMALANG,

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat desa, melindungi nilai-nilai agama, 
budaya, adat istiadat dan menjaga kelestarian alam, 
perlu memberdayakan desa wisata di Kabupaten 
Pemalang;

b. bahwa pengembangan pariwisata di desa wisata harus 
mengarah pada kegiatan ekonomi utama desa 
sehingga menghasilkan nilai tambah pada 
perekonomian utama desa;

c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian 
hukum dalam pemberdayaan desa wisata di Daerah, 
perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pemberdayaan Desa Wisata;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah dalam Kabupaten 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 
Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan

BUPATI PEMALANG 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DESA 
WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah.

5. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisionalyang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan 

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 
oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah 
Daerah.
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9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang 
terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta 
multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan 
setiap orang dan negara serta interaksi antara 
wisatawan dan masyarakat setempat, sesama 
wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
pengusaha.

10. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun 
daya dengan mendorong, memberikan motivasi, 
membangkitkan kesadaran dan mengembangkan 
potensi yang dimiliki.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang 
memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 
keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 
kunjungan wisatawan.

12. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara 
potensi daya Tarik wisata alam, wisata budaya, dan 
wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan 
tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan 
fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal Masyarakat.

13. Pengelola Desa Wisata adalah pihak yang bertanggung 
jawab mengelola Desa Wisata.

14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan 
barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan 
wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM 
Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh desa 
dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, 
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 
produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 
menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- 
besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pasal 2

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. kelestarian;
c. partisipatif;
d. berkelanjutan;
e. kekerabatan;
f. edukasi;
g. kemandirian; dan
h. pemberdayaan.
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Pasal 3

Pemberdayaan Desa Wisata di Daerah diselenggarakan 
berdasarkan:
a. potensi pariwisata;
b. pengembangan ekonomi lokal;
c. pelestarian budaya dan lingkungan;
d. peningkatan infrastruktur dan fasilitas;
e. pengembangan sumber daya manusia; dan
f. partisipasi secara langsung masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini 
meliputi:
a. strategi dan basis pemberdayaan;
b. penetapan Desa Wisata;
c. pengelola Desa Wisata;
d. pengembangan Desa Wisata;
e. usaha pariwisata pada Desa Wisata;
f. pemberdayaan masyarakat;
g. peran serta masyarakat;
h. kerjasama;
i. pembiayaan; dan
j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
STRATEGI DAN BASIS PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu 
Strategi Pemberdayaan

Pasal 5

Strategi Pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
a. identifikasi nilai-nilai budaya yang potensial untuk 

dilestarikan dan dikembangkan;
b. pemberdayaan potensi-potensi wisata desa untuk 

dikembangkan;
c. kelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan 

pariwisata desa dalam kegiatan-kegiatan strategis 
tingkat lokal, regional, nasional dan internasional;

d. peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan 
komunikasi antar Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, 
pemerintah daerah lainnya, dan pemangku kepentingan 
pariwisata dalam upaya pengembangan desa wisata yang 
berkelanjutan.

1

jdih.pemalangkab.go.id



5

Bagian Kedua 
Basis Pemberdayaan

Pasal 6

(1) Basis pemberdayaan Desa Wisata meliputi:
a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata 

berbasis sumber daya alam perdesaan;
b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis 

tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara adat, 
musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, 
religi, arsitektur lokal, kerajinan lokal dan kuliner serta 
kekhasan budaya lainnya; dan

c. wisata hasil buatan manusia yang meliputi daya tarik 
wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang 
perorangan maupun kelompok seperti kerajinan 
tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman 
rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat.

(2) Selain basis pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan perpaduan 
antara basis wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil 
buatan manusia.

BAB III
PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu 
Umum

Pasal 7

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:
a. pra pencanangan Desa Wisata;
b. pencanangan Desa Wisata;
c. penilaian Desa Wisata; dan
d. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua
Pra Pencanangan Desa Wisata 

Pasal 8

(1) Pra pencanangan desa wisata dilakukan dengan 
penetapan calon pengelola desa wisata.

(2) Bupati membentuk Tim pendampingan untuk 
melakukan pendampingan pemenuhan persyaratan 
teknis dan administrasi kepada calon pengelola desa 
wisata.
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(3) Pendampingan pemenuhan persyaratan teknis dan 
administrasi kepada calon pengelola desa wisata 
sebagaimana dimaksud pada ay at (2) dilaksanakan 
paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Berdasarkan hasil pendampingan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) Tim pendampingan memberikan 
rekomendasi kepada calon pengelola desa wisata untuk 
mengusulkan pencanangan desa wisata.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan 
pemenuhan persyaratan teknis dan administrasi kepada 
calon pengelola desa wisata sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga 
Pencanangan Desa Wisata

Pasal 9

(1) Berdasarkan rekomendasi Tim pendampingan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), calon 
pengelola Desa Wisata melakukan pencanangan Desa 
Wisata melalui kepala desa atau lurah.

(2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan 
penetapan Desa Wisata kepada Bupati.

(3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit 
berupa:
a. data profil wilayah;
b. potensi daya tarik wisata yang akan 

dikembangkan;
c. data pengunjung Desa Wisata;
d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
f. rencana mitigasi bencana; dan
g. memiliki homestay.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan desa 
wisata diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat 
Penilaian Desa Wisata

Pasal 10

(1) Bupati melakukan penilaian kelayakan terhadap usulan 
permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebagai bahan 
pertimbangan untuk menetapkan Desa Wisata.

r
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(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan verifikasi data adminsitrasi dan peninjauan
lapangan.

(3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah 

jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan 
luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya 
dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

b. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di 
Desa;

c. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
d. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
e. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang 

wilayah;
f. analisis rencana mitigasi bencana;
g. pemenuhan standarisasi homestay; dan
h. ketersediaan infrastruktur, meliputi fasilitas dan 

pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, 
drainase, pengolahan limbah, telepon, dan 
sebagainya.

Bagian Kelima 
Penetapan Desa Wisata

Pasal 11

Bupati menetapkan sebuah Desa/kelurahan menjadi Desa 
Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan 
hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

(1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
Pariwisata untuk melakukan klasifikasi desa wisata 
berdasarkan keputusan Bupati tentang penetapan desa 
wisata.

(2) Klasifikasi desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sebagai berikut:
a. Desa Wisata rintisan;
b. Desa Wisata berkembang; dan
c. Desa Wisata maju.

(3) Klasifikasi Desa Wisata sebagaimana dimaksud ayat (2) 
ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah 
yang membidangi urusan Pariwisata.

(4) Evaluasi terhadap masing masing klasifikasi desa wisata 
sebagaimana ayat (2) dilakukan 4 (empat) tahun sekali 
sejak tanggal penetapan.
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Pasal 32 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Pemalang. 

 

Ditetapkan di Pemalang 

pada tanggal 21 Juni 2024 

 

BUPATI PEMALANG,  

 

ttd 

cap 

 

 MANSUR HIDAYAT 

 

 

Diundangkan di Pemalang  

pada tanggal 21 Juni 2024 

 

  SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN PEMALANG, 

 

ttd 

cap 

 

         HERIYANTO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA 
TENGAH : (2-120/2024) 
 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM  

SETDA KABUPATEN PEMALANG, 
 
 
# 
 
 
 

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H. 
PEMBINA 

NIP. 197810292006041008 
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